LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 33 TAHUN 1997 SERI : D NO : 28

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1997
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor
5 Tahun 1974.



Mengingat
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. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah (diundangkan padatanggal 14
Juli 1950) ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037} ;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

. Peraturan Pemerintah Nomeor 5 Tahun

1975 tentang Pengurusan Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe-
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun

1984 tentang Tata Cara Penyediaan
Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan
Pensiun bagi Daerah Otonom ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara penyusunan Anggaran



10.

11.

12.

13.

Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Pelaksanan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 1978 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan
Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 35
Oktober 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret
1996 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

N
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal
2 April 1980 tentang Manual Admi-
nistrasi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober
1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal
28 Desember 1981 tentang Manual
Administrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ; A

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903 - 1316 tanggal 18 Septem-
ber 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5t Tahun 1985 tanggal 31



Memperhatikan :

20.

21.

22,

1.

Desember 1985 tentang Petunjuk
Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903 - 269 tanggal 3 maret 1986 tentang
penyempurnaan bentuk dan susunan
Tata Usaha keuangan Daerah serta
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April
1987 tentang Penggunaan Sistem Digit
dalam Pelaksanaan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903 - 057 Tanggal 19 Januari
1988 tentang Penyempumaan Bentuk
dan Susunan Pendapatan Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari
1996 Perihal Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1996/ 1997 ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
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Mendengar

:‘1.

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Tanggal 31 Maret 1997
Nomor 9 Tahun 1997 tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang

" Penetapan APBD Propinsi Daerah

Tingkat I JawaTengah Tahun Anggaran
199771998 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

APemblcaraan dalam Rapat Panitia
_Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 18 Maret 1997 yang
dituangkan dalam Keputusan Nomor
05/PA/DPRD/96-97 ;

Pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Sidang 1996 /1997 tanggal 31
Maret 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1 JAWA
TENGAH TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Jumlah Anggaran -Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1997/ 1998 adalah sebesar .................. Rp. 1.609.277.519.000,00
terdini dari :
a PENDAPATAN:

- Pendapatan .........ococooruereeen. Rp. 1.609.277.519.000,00
b. BELANJA:

- Rutin Rp. 1.362.113.531.000,00

- Pembangunan Rp. 247.163.988.000,00
Rp. 1.609.277.519.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan XKas dan Perhitungan adalah sebagai
berikut :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan .........cccceeverninnnne Rp. 241.544.701.000,00
b. BELANIJA:
- Rutin Rp. 241.544.701.000,00

- Pembangunan Rp. -
Rp.  241.544.701.000,00

95



Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam
Lampiran A dengan memperhatikan Keputusan DPRD
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret
1997 Nomor 9 Tahun 1997.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1
dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, AII/R dan
A.II/P.

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku adalah sebagaimana
dimuat dalam Lampiran B.

Pasal §

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan
dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal
1 April 1997.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 29 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
KETUA
tid
td
Drs. B. SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOEWARDI
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 903.33 - 921 tanggal 12 Agustus 1997,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor : 33 Tanggal : 28 - 8 - 1997
Seri : D Nomor : 28

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

td

Driss HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I




LAMPIRAN : A

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINS! DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

PENDAPATAN
NO. URAIAN JUMLAH NO. URAIAN JUMLAH
| 2 3 1 2 3
1| BAGIAN SISA LEMH PERHTUNGAN 11.598.196.008 1k w RUTH :%;gﬁ%
ARGGARAN TAHUN LALY 2 | Bl Barg " ST 700000
3 | Betania Pemedhaaan 13710471000
2| BAGUAN PENDAPATAR ASU DAERAH 277000 [ 4 | Betama Peridanen Dines 5.412.950.000
5| Sdana bin-an 29,304,567 000
& Pk Dooch 20000000 ?.' mmﬁmlm&m 1.007.725.000
b Reibusi Dasnh 4520062000| | Dosrh Bowaln NITEZ000
¢ Bogen Labe BIAD AMTAz00)| & | Pengeken yang idok omank gnien | 356006000
4 Pawinaan Diras 1 gpn| % | Ponookene 4567.125.000
¢ Puednam lan -ldn 7071606000 | B. | BELANIA PENBANGUNAN 247163580000
: 1 sds‘g s . 1575.000.000
2 Parianian & Kehuianan 9491.100.000
3 | BAGUAN BAGI HASL PAMKS 3. | Sekior Sumbecdam A¥ dan ligei 2865651000
BUKAN PASK 2250000000} 4. | Sekior Teragn Kot 2070.000.00
5. | Sektr Poriaganen, mpm -
. Ussha Doceah Keusngen Doerat dan 2163.000000
1 oy Husk P A000000} ¢ | sy Trmgporas 54631200
b Bagi Hasl fuan Paiak 1350000000 7, | Sekior Partambangan dan Energ 1541200000
8. | Seh Paivissia don Tokskomuniasi Dowroh mgﬁ
0. | Sektor Pambonqunan Dewah dr Pormkiten 4751
. | CAGAN SUMBANGAN ONN BNTUAN 1 AZABUSEMO | 1, | e omcan it G Tt Ry | S0S04000
o Sumbangan 1.156.183.769.000 | ¢ Sekdor Pancidian, Kebudeysan Nesiora,
0. Bavin 68.161.907.000 Keparcaysan Toriadep Tuhan YAE,
Pomuda den Olsh Rage 15.163.064500
12, | Saklor Kaperchskkan don Kahaw Sebers | £35.000000
S| DAGUN PENERVAN PEIBAIGUVN | 10| Sekr e, st S,
1 Pniaan Pamesintah Daersh . Porsnan Wanka, ansk den Rens 15.378.196.500
b Pinamen wik BUND <] 34, | Sekdor perunahen dan Pemusimen 5.499.500.000
15. | Sekdor Agaa 5015.30000
6. | Sekwo iw Penguiiuan dan Teiedog 1.3%0.000.000
17, { Sekor Hkn $55.000000
1. | Sokdor Apeaiber Pomeriniah den Pesgummsan | 48.674.786.00
10, | Sekdor Polik, Panecangmn, Koaaksi
dn Meds Ve 4546000000
20, | Sekior-Kesran dan Kalerioen Umem 20500000}
. | Siaid Pusheneen kapaa
OA | s Bowaliny 12.690.250.000
JUMLAN 1ARsHmo| | JUMLAN 1800277 518,000
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LAMPIRAN : B

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG

DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PER-
ATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG
BERLAKU UNTUK TAHUN 1997/1998

NO.
URUT

JENIS BELANIJA PASAL - PASAL | KETERANGAN

Belanja Barang 1011 s/ d 1050
Belanja Pemeliharaan 1051 s/d 1070
Belanja .Pcrjalanan Dinas | 1071 s/d 1080
Belanja lain - lain 1081s/d 1100
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